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RINGKASAN

Mengetahui intensif berupa pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha
Kafe pada masa pandemi Covid-19 adalah tujuan penelitian dengan jenis penelitian
kuantitatif. Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari 2022 sampai penelitian
dapat mengetahui bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak di masa pandemi Covid-19. Besar sampel sebanyak 40 responden. Hasil uji
T yang pertama hasil uji Hipotesis memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000.(Sig
<0,05) dengan nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel sebesar (5,409 > 2,048).
Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya adanya
pengaruh yang signifikan variabel insentif pajak pada masa pandemi Covid-19

kepatuhan wajib pajak.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat indonesia secara menyeluruh adalah perintah dari
UUD 1945 bahwa terdapat hak dan kewajiban antara negara dan warga negara.
Pada tahun 2020 telah terjadi ketidakstabilan politik maupun ekonomi yang
disebabkan oleh dampak dari covid-19, melalui krisis tersebut sangat merugikan
bagi pengusaha atau pelaku ekonomi yang nantinya juga berperan dalam ikut
memberikan pajak untuk negara demi pembangunan nasional. Secara pengertian
bahwa pendapatan negara yang berasal dari dalam negara yang nantinya akan
menjadi kas negara adalah pajak, melalui pajak negara diberi tanggung jawab untuk
mengelola keuangan negara untuk pembangunan nasional. Pada UU no 28 tahun
2015 ketentuan yang berlaku umum dan penataan maupun cara sistem pajak dan
juga nantinya akan menjadi pembayaran wajib bagi setiap orang dan juga lembaga
atau sebuah badan usaha yang nantinya akan dikelola oleh negara demi kepentingan
rakyat menuju kesejahteraan. Sebagai pelaku ekonomi seperti UMKM bahwa pajak
itu sendiri dimaknai sebagai beban yang nantinya mampu memberi pengurangan

dari hasil yang dicapai seperti keuntungan yang bersih (https://pajak.go.id/).

Kegiatan ekonomi yang paling banyak jumlahnya secara kelas ekonomi adalah
UMKM, bahwa telah mampu menunjang perekonomian negara karena ruang
lingkup UMKM melakukan persaingan sehingga banyak pemilik UMKM terus
bertambah jumlahnya. Kebutuhan masyarakat terus meningkat sehingga setiap

tahun pemilik UMKM selalu memiliki kreativitas yang baru, hingga saat ini yang


https://pajak.go.id/

sangat cepat perkembangannya melalui jenis usaha cafe dan juga melalui warung
kopi, dimana warung kopi sebagai jenis usaha dengan kategori mikro yang berbasis
tradisional. Snack maupun makanan ringan lainnya telah menjadi kesukaan
masyarakat indonesia seperti gorengan dan juga jajan lainnya. Melalui harga
mampu menentukan jenis usaha seperti cafe dan warung kopi yang disingkat
menjadi warkop, bahwa warkop dari perbandingan harga dimana warkop lebih
ekonomis dibandingkan dengan cafe.

Kota malang sebagai kota pendidikan pada saat pandemi telah menjadi kota
yang memiliki kasus dengan peningkatan yang signifikan setiap hari hingga
menjadi zona merah, keputusan dalam mengatur tatanan masyarakat saat covid-19
menjadi kewenangan pemerintah agar didukung oleh masyarakat melalui kebijakan
yang diambil. Pemilik usaha banyak yang mengalami krisis karena proses produksi
dan bahan baku menjadi terkendala sehingga membuat pengusaha menjadi
menurun pendapatannya. Hal ini yang mempersulit UMKM khususnya pengusaha
kafe yang berada di malang tumbuh pesat. Saat pandemi, yang menjadi ujung
tombak perekonomian yang menambah dan agar tidak terjadi krisis ekonomi yang
benar-benar tidak bisa di tolerir adalah UMKM. Melalui UMKM inilah yang
memiliki kekuatan untuk bertahan dalam segala kondisi saat pandemi, karena tidak
tergantung dan terikat khusus dengan aturan pemerintah karena pada pemerintah
bahwa sifatnya independen.

Melalui fiskal dalam kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga mulai bulan
april sampai dengan bulan september tahun 2020 insentif melalui pajak yang

berasal dari pemerintah dibebaskan untuk UMKM. Sosialisasi yang kurang terkait



wajib melakukan pembayaran pajak dalam hal ini penggunaan pajak berbasis
konsultan yaitu tiga puluh persen, sehingga patuh akan pajak telah menjadi
perdebatan dalam ruang publik karena masih banyak yang kontroversi dengan
kondisi hidup di masyarakat. Persoalan pajak yang didapatkan dari pemerintah
yaitu PPH yang senilai 21 diberikan kepada karyawan dan PPH dengan nilai 22
diberlakukan untuk kebutuhan impor dan juga diberikan kepada beberapa sektor
yang diberlakukan kurang lebih enam bulan dan tidak hanya itu juga diberikan
senilai angsuran untuk pengurangan PPH 25 yaitu dengan jumlah 30% diberikan
kepada sektor tertentu juga. Dilakukan juga restitusi dalam hal ini pajak dengan
PPH yang menurun pada badan serta pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN.

Pelaku usaha sudah dilakukan pemenuhan apa yang diinginkan oleh
pemerintah sehingga melalui dampak dari kebijakan membuat pelaku usaha tidak
menyetujui kebijakan dari pemerintah karena kondisi yang tidak membuat nyaman
pengusaha. Pelaku usaha tidak lagi produktif dan juga keuntungan juga ikut
mengalami penurunan yang nantinya memberi dampak pada pemberian pajak yang
terbilang terjadi penurunan. Pemerintah sudah melakukan pemberian insentif
berupa pajak kepada pegiat UMKM yang berupa pajak yaitu PPH kriteria final.

Kota malang di kecamatan lowokwaru bahwa yang menjadi objek penelitian
adalah usaha cafe, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari ketua dari asosiasi
pengusaha kafe dan restoran indonesia yang disingkat dengan Apkrindo bahwa
terdapat seribu lebih warkop maupun kafe. Terdapat kurang lebih enam puluh yang

memiliki usaha restoran dan juga kafe, angka tersebut terbilang sedikit. Karena



malang adalah kota pelajar, mahasiswa telah menjadi pasar dari kafe dan warkop
bahwa terdapat lima puluh tujuh perguruan tinggi sebanyak sekitar tiga ratusan ribu
mahasiswa, hal inilah yang membuat pengusaha kafe semakin mengalami
peningkatan jumlah.

Kota malang mendapatkan keuntungan melalui pemberlakuan pajak pada
restoran dan juga kafe, di tahun 2018 terdapat empat ratus tiga puluh tiga milyar
kas yang masuk, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala dari badan
pelayanan pajak daerah atau yang disingkat dengan BP2D. Terdapat beberapa
bidang usaha yang digeneralisasi yang masuk dalam pajak restoran seperti depot
dan cafe dan juga catering serta restoran. Pemerintah kota malang akan kenakan
pajak pada pengusaha kafe ataupun restoran dengan penghasilan lima juta perbulan.
Melalui insentif berupa pajak melalui kebijakan dari pemerintah maka usaha yang
memiliki omset dibawah 15 juta pajak penghasilan PPH 21 dapat ditangguhkan oleh
pemerintah. Setiap pengusaha yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak
daerah kota malang atau disingkat NPWPD dengan jumlah seribu enam ratus empat
puluh dua, terdapat seratus dua puluh dua usaha restoran dan sebanyak seribu dua
ratus enam puluh empat usaha warung makan atau rumah makan dan juga usaha
cafe sebanyak seratus empat puluh empat serta usaha catering sebanyak seratus dua
belas.

Berdasarkan data di atas dapat dan permasalahan yang terjadi hal ini
menggambarkan bahwa Insentif pajak yang keluarkan oleh pemerintah belum
optimal dipergunakan dengan baik oleh UMKM maupun para pemilik usaha cafe.

Sehingga perlu dilakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh Insentif pajak



yang dimana telah disediakan oleh pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak
usaha Cafe dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kafe di Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang”.
1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya telah diuraikan yaitu Apakah Insentif Pajak Berpengaruh
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha Kafe di
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Apakah Insentif Pajak memiliki
pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada Usaha

Kafe di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Kebermanfaatan dari aspek teoritis pada tulisan ini agar bisa menjadi
bahan literatur dan bahan referensi untuk menunjang pemahaman kesesuain
materi bidang keilmuan ekonomi dalam hal tersebut khususnya akuntansi.
2. Manfaat Praktisi
1) Bagi akademisi
Bagi akademisi, diharapkan research dapat memberikan informasi
tambahan yang nantinya menjadi pengetahuan yakni berguna untuk
peneliti selanjutnya dan juga penyediaan informasi kepada mahasiswa

sesuai variabel intensif berupa pajak saat terjadi pandemi.



2)

3)

Manfaat bagi pengusaha kafe

Sesuai hasil penelitian pengusaha yang memiliki kafe menjadikan
landasan pengambilan keputusan dan juga dijadikan sumber informasi
dalam pengetahuan tentang pajak Kota Malang terkhususnya
Kecamatan Lowokwaru dan dapat menambah informasi aktual.
Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas
Tribhuwana Tunggadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi
Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan langsung sesuai

variabel insentif berupa pajak saat mengalami pandemi covid-19.
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